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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat (PP Tapera) merupakan dasar hukum terbaru dari adanya
program Tapera. Program Tapera bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer
masyarakat dalam bentuk perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau.
Program Tapera diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang sudah
memenuhi persyaratan sebagai peserta, yakni terdiri dari pekerja dan pekerja
mandiri yang minimal berpenghasilan sebesar Upah Minimum Kota/UMK. Pada
Pasal 15 PP No. 21 Tahun 2024 menjelaskan mengenai besaran iuran yang wajib
dibayarkan setiap bulannya oleh para peserta sebesar 3%. Akan tetapi di ayat (2)
dijelaskan bahwa besaran iuran yang ditanggung oleh pekerja formal hanya sebesar
2,5%, dan 0,5% dibantu oleh pemberi kerja atau perusahaan. Ketentuan tersebut
berbeda dengan pekerja mandiri seperti driver gojek yang bergabung di Paguyuban
Gojek Driver Yogyakarta (PAGODJA) yang harus menanggung besaran iuran 3%
sendiri. Program tersebut akan berjalan di Tahun 2027. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana respon pekerja mandiri terhadap PP No. 21 Tahun
2024 tentang Tapera dari telaah sosiologi hukum maupun mas/ahah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yang bersifat deskriptif-
analitik yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui
pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi serta studi literatur mengenai
peraturan yang berhubungan dengan Tapera. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sehingga data-
data yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa respon dari pekerja mandiri
driver gojek PAGODJA melalui telaah sosiologi hukum dari segi keadilan sosial
ditemukan data lapangan sebanyak 65,8% atau 48 dari 73 responden pekerja
mandiri yang keberatan ;dengan, ketentuan, iuran -tersebut. Alasannya program
tersebut _tidak - mencerminkan keadilan. Ketidakadilan ‘tersebut terletak pada
pembagian beban ruran dan adanya sanksi bagi pekerja yang masuk dalam kategori
peserta “Tapera namun tidak mendaftar “hingga Tahun 2027. Program yang
ditujukkan kepadasmasyarakat 'yang berpenghasilan rendah (MBR) ini, justru
memperbesar beban kelompok rentan termasuk driver gojek PAGODJA. Pada
telaah maslahah mursalah, program Tapera masuk dalam kategori maslahah
hajiyyah. Hal ini dikarenakan program tersebut bertujuan untuk meminimalisir
kesulitan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah pertama. Akan
tetapi kebutuhan tersebut bukan merupakan kebutuhan darurat atau mendesak
(daruriyyah).

Kata Kunci: Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Sosiologi Hukum, Maslahah
Mursalah



ABSTRACT

Government Regulation Number 21 of 2024 concerning the Implementation of
Public Housing Savings (PP Tapera) is the latest legal basis for the Tapera
programme. The Tapera programme aims to meet the primary needs of the
community in the form of livable housing at affordable prices. The Tapera
programme is obligatory for all Indonesian citizens who have met the requirements
as participants, which consist of workers and self-employed workers with a
minimum income of the City Minimum Wage / UMK. Article 15 of PP No. 21 of
2024 explains the amount of contributions that must be paid every month by
participants of 3%. However, paragraph (2) explains that the amount of
contributions borne by formal workers is only 2.5%, and 0.5% is assisted by the
employer or company. This provision is different from independent workers such as
gojek drivers who are members of the Yogyakarta Gojek Driver Association
(PAGODJA) who must bear the 3% contribution amount themselves. The
programme will run in 2027. The purpose of this research is to find out how
independent workers respond to PP No. 21 of 2024 concerning Tapera from the
analysis of legal sociology and maslahah mursalah.

This research is a descriptive-analytic field study research, namely research
conducted with data collection techniques through direct observation, interviews,
documentation and literature studies regarding regulations related to Tapera. To
answer these problems, this research uses a juridical-sociological approach, so that
the data that has been collected is analysed qualitatively.

Based on the results of the study, it is stated that the response of independent
workers of PAGODJA gojek drivers through the study of legal sociology in terms of
social justice found field data as much as 65.8% or 48 out of 73 independent worker
respondents who objected to the provision of these contributions. The reason is that
the programme does not reflect justice. The injustice lies in the distribution of the
contribution burden and the existence of sanctions for workers who are included in
the Tapera participant category but.do not register until 2027. The programme,
which is aimed at low-income people (MBR), actually increases the burden on
vulnerable groups including PAGODJA gojek drivers. In the analysis of maslahah
mursalah, the Tapera programme falls into the category of maslahah hajiyyah. This
is because the programme aims to minimise difficulties for the community in
meeting the needs of the first house. However, this need is not an emergency or
urgent need (daruriyyah).

Keywords: Public Housing Savings (Tapera), Sociology of Law, Maslahah
Mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nam qg B‘:\I ‘ Nama .
AI tidak dilambangkan tidak dilambangkan
Ba’ B Be
- Ta’ P Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal b De
3 Zal A ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)




L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
] Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam E ‘el
2 Mim M ‘em
o Nun N ‘en
5 Waw W w
o Ha’ H Ha
e Hamzah f Apostrof
5 Ya’ Y Ye
Il.  Konsonan Rangkap-karena Syaddah ditulis-rangkap
4 ditulis Sunnah
e ditulis ‘llah
I11. Ta’ Marbitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
3l ditulis al-Ma’idah




Jaadl ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

alall 45 laa Ditulis Mugaranah al-Mazahib

IV. Vokal Pendek

1. fathah ditulis a
2, kasrah ditulis i
3. dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

[ Fathah + alif ditulis a
8] e | ditulis Istizsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
Sl 2 ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Sl 3 ditulis al- ‘Alwant
4. | Dammah + wawu mati ditulis 0

Xi




‘ ‘ osle 4 ditulis “Uliam
VI. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
1.
oh e ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati ditulis au
2.
5. J&é ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
P 8E OY ditulis la’in syakartum
VIll. Kata Sandang Alif +Liam
a.,_Bila diikuti-huruf Qamariyyah
OAl ditulis Al-Qur’an
okl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

FU]

ditulis

ar-Risalah
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o Luaill ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
sl dal ditulis Ahl al-Rayi
L) Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Semoga segala
cita-cita kalian terwujud dan dilancarkan segala urusannya.
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Terima kasih kepada diriku sendiri, yang sudah berani, berjuang, dan tetap
berusaha sampai detik ini dan seterusnya.

Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang pernah
penyusun jumpai baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga

dalam proses pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar.
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Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kebahagiaan dunia
akhirat, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala cita-citanya dan
mendapat ridho Allah Swt. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi setiap orang dan pencari ilmu di masa yang akan datang. Amiin.

Yogyakarta, 10 Januari 2025
10 Rajab 1446 H

Penyusun
s

—AaF

Nur Fatih Khanifah
NIM: 21103080070
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dan tempat dimana seluruh
anggota keluarga tinggal dan berlindung di dalamnya. Selain itu, rumah merupakan
tempat berkumpulnya sanak saudara dan menjadi tempat untuk melakukan aktivitas
sehari-hari.’ Penjelasan mengenai rumah juga tercantum dalam QS. An-Nahl ayat
80:

(a9 aSTald) o gy g aSindh o g3 Lgd gBATAS U gy alad¥) agla (e aS1 Jran g LiSw a0 g (1 2SI Jon il g

@ s ) lolia g L) L jlad) g L b g) g Led) gual

Dari arti ayat tersebut, dijelaskan bahwa rumah menjadi kebutuhan pokok yang
wajib dipenuhi oleh setiap orang. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat
tinggal atau tempat berlindung dari hujan dan panas, melainkan Allah
menjadikannya sebagai tempat yang damai, suasana aman, tentram, dan
menumbuhkan kasih sayang setiap penghuninya.?

Menurut Abraham Maslowy dalam karyanya yang berjudul “4 Theory of
Human Motivation” menyebutkan bahwa, terdapat lima tingkat kebutuhan dasar
yang harus dipenuhi oleh manusia secara bertahap. Pertama, kebutuhan fisiologis
yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi lalu dilanjutkan kebutuhan akan rasa

aman, kasih sayang, penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, kebutuhan

! Fithriyani dan Marissa Grace Haque. “Analisis Pemasaran Stratejik Pembiayaan
Perumahan Syariah di Sumatera Barat: Studi Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Padang,”
Analisis Pemasaran Stratejik Pembiayaan Perumahan Syariah di Sumatera Barat: Studi Pada Bank
BTN Kantor Cabang Syariah Padang 5, no. 4 (2023), hlm. 762—-773.

2QS. An-Nahl (16) :80.



fisiologis atau yang sering dikenal sebagai kebutuhan primer, seperti kebutuhan
sandang, pangan, dan papan.®> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan
permasalahan yang ada, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini diharapkan mampu
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah atau hunian
yang layak.*

Pada tanggal 20 Mei 2024 Presiden Joko Widodo mengumumkan
pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Peraturan tersebut merupakan perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera
(PP Tapera). Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Tapera sebagai landasan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertanggung
jawab atas pengelolaan pungutan turan Tapera. > Ombudsman Republik Indonesia
menilai bahwa adanya kebijakan ini menjadi salah satu solusi terbaik yang dapat
mengantisipasi permasalahan kepemilikan rumah oleh masyarakat. Menurut Yeka

Hendra Fatika salah satu anggota Ombudsman Rl menyampaikan bahwa, sejauh ini

3 Mahatma Harikusuma Rayhan dan Ubed Syaiful Roby, “Peran PT Sarana Multigriya
Finansial dalam Likuiditas Pembiayaan Perumahan,”/ndonesia Rich Journal. (2020), hlm. 73-90.

4 Heru, Wahyudi. “Langkah Berlapis Mewujudkan Tujuan Mulia Tapera Baca artikel
detiknews, ‘Langkah Berlapis Mewujudkan Tujuan Mulia Tapera,” 12 Juni 2024,
https://news.detik.com/kolom/d-7383985/langkah-berlapis-mewujudkan-tujuan-mulia-tapera.,
akses 25 September 2024.

5> Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan
Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 4. (2021), hlm.
833-846.



tidak ditemukan masalah pada pelayanan yang dilakukan oleh BP Tapera selaku
operator program.®

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera dalam Pasal 1
menjelaskan bahwa, Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta
secara periodik dalam jangka waktu tertentu.” Simpanan ini hanya dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil
pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Adanya Peraturan Pemerintah Tapera
tersebut karena ditemukannya permasalahan pada kebutuhan rumah setiap
masyarakat. Saat ini, harga rumah serta lahan hunian dari tahun ke tahun terus naik,
sedangkan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Tentu hal ini menjadi problem
yang sangat krusial bagi pemerintah. Maka dari itu, untuk membantu masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak, dibentuklah kebijakan Tapera.
Melalui program pembiayaan Tapera, BP Tapera menyediakan dana murah yang

bersifat jangka panjang yang digunakan sebagai bentuk pembiayaan perumahan.?

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ini merupakan
landasan hukum utama terhadap kebijakan tersebut. Program Tapera ini diwajibkan

kepada seluruhymasyarakat Indenesia khususnya masyarakat berpendapatan rendah

6 Alifian Asmaaysi. “Ombudsman soal Tapera: Kalau Bisa Anak Kecil Daftar Jadi Peserta”,
2024 https://ekonomi.bisnis.com/read/20240613/47/1773752/ombudsman-soal-tapera-kalau-bisa-
anak-kecil-daftar-jadi-peserta, akses 25 September 2024.

7 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Rakyat” (2024).

8 “BP Tapera, 2022”, https://www.tapera.go.id/pengelolaan-tapera/. akses 25 September
2024.



(MBR) atau di bawah delapan juta.® Kewajiban pembayaran iuran Tapera
diperuntukkan kepada peserta atau pekerja yang sudah disebutkan dalam Pasal 5

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, yaitu terdiri atas:*

a. Pekerja; dan

b. Pekerja Mandiri.

Pekerja mandiri merupakan setiap warga negara Indonesia yang bekerja
dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Di
dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa syarat pekerja mandiri yang
diwajibkan menjadi peserta Tapera yaitu pekerja yang berpenghasilan paling sedikit
sebesar upah minimum. Bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan kurang dari
upah minimum dapat menjadi peserta.'* Dari penjelasan pasal di atas, bisa
disimpulkan bahwa pekerja mandiri diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan
penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), akan tetapi bagi

pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah UMK dapat menjadi peserta.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menjelaskan
besaran‘iuran-bagi parapeserta Tapera sebesar 3%, dengan rincian pembagian 2,5%

diambil dari gaji pekerja atau pegawai, dan 0,5% diambil dari pemberi kerja atau

¥ Almadinah Putri Brilian, “Manfaat Tapera Cuma buat Gaji Maksimal Rp 8 Juta, Lebih
dari Itu Dapat Apa?”., 28 Mei 2024 https://www.detik.com/properti/berita/d-7361786/manfaat-
tapera-cuma-buat-gaji-maksimal-rp-8-juta-lebih-dari-itu-dapat-apa, akses 27 September 2024.

10 peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat, Pasal 5 ayat (2).

11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat, Pasal 5 ayat (2).



perusahaan.? Irsad Ade Irawan selaku koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia
(MPBI) DIY menanggapi kebijakan Tapera menjadi kebijakan yang memberatkan
buruh atau pekerja. Menurutnya, masyarakat sudah cukup banyak dengan adanya
turan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan hari tua atau dana pensiun

yang mencapai 4% dari potongan gaji.**

Kebijakan Tapera menuai banyak tanggapan dari beberapa ahli di Indonesia.
Didik J. Rachbini selaku ekonomi senior Institute for Development of Economics
and Finance (INDEF) pada program satu meja di Kompas TV menyampaikan
bahwa kebijakan Tapera dianggap fatal. Hal ini dikarenakan Tapera sebagai bentuk
tabungan, akan tetapi dalam praktiknya seperti asuransi dan bersifat wajib.
Menurutnya, kesalahan dari pemerintah mengadakan kebijakan Tapera tidak
diiringi dengan sosialisasi ke masyarakat secara merata.' Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Igbal Said menyampaikan bahwa keberadaan
Tapera hanya mengumpulkan akumulasi dana tanpa dijelaskan kegunaannya.
Kebijakan tersebut dianggap akan memberatkan buruh dan korupsi pasti akan
terjadi, karena seharusnya kebijakan seperti ini dikelola oleh badan amanah bukan

langsung dari pemerintah.Jadi; adanya PP Nomor,21 Tahun,2024 sebisa mungkin

12 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Rakyat, Pasal 15.

13 Lugas, Subarkah dan Hamied Abdul Razak, “Respons Tapera, MBPI DIY Sebut Besaran
Potongan Beratkan Pekerja dan Perusahaan”., 28 Mei 2024
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/28/510/1176009/respon-tapera-mbpi-diy-sebut-
besaran-potongan-beratkan-pekerja-dan-perusahaan, akses 1 Oktober 2024.

148 Silang Pendapat Deputi BP Tapera vs Ekonom Senior Soal Tapera Satu Meja
(KOMPAS TV)., Juli 2024 https://youtu.be/CRORHK30J387si=Tgatj-M4gGhgN1Dn, akses 30
Oktober 2024.



dibatalkan atau segera direvisi dengan jelas oleh DPR yang baru.*® Tidak hanya itu,
masyarakat Yogyakarta juga turut bersuara dan mengkhawatirkan kebijakan Tapera

akan raib seperti kasus Jiwasraya.'®

Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera Heru Pudyo Nugroho
menyampaikan bahwa kewajiban tapera ini berlaku bagi seluruh peserta yang
tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Tapera, dalam hal ini termasuk pekerja mandiri yakni ojek online dan kurir. Pasal
15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
menjelaskan bahwa besaran simpanan peserta untuk pekerja mandiri ditanggung
sendiri oleh pekerja mandiri.”” Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
(SPAI) Lily Pujiati, iuran ini hanya akan mengurangi penghasilan para pekerja ojek
online, yang pada dasarnya penghasilan mereka sudah sangat minim, apalagi masih
ada potongan biaya aplikasi. Menurutnya potongan biaya aplikasi yang dikenakan
oleh aplikator kepada pekerja ojek online kisaran 30-70%, sebenarnya hal ini sudah

melampaui batas maksimal potongan 20% yang diatur oleh pemerintah.'®

15 Pengusaha & Pekerja Tolak Tapera, Minta Aturan Diubah! (CNBC Indonesia),
https://youtu.be/ vNLB9bvkmE?si=jZ--10y9JsVAOY As, akses 30 Oktober 2024.

16 Rosihan Anwar, “Tolak Iuran, Buruh DIY Tak Ingin Tapera Seperti Jiwasraya”., 30 Mei
2024 https://www.rri.co.id/daerah/725217/tolak-iuran-buruh-diy-tak-ingin-tapera-seperti-
jiwasraya. diakses 1 Oktober 2024.

17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Rakyat, Pasal 15 ayat (3).

18 Herdi Al Hikam Alif, “Driver Ojol Pusing Harus Bayar Iuran Tapera,” 3 Juni 2024,
https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7370808/driver-ojol-pusing-harus-bayar-iuran-tapera, akses 1
Oktober 2024.



Dari latar belakang yang ditulis oleh penyusun, maka ditemukan
ketidakpaduan antara fakta dengan yang seharusnya. Dalam kebijakan Tapera yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 seharusnya
memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh peserta yang diwajibkan. Karena faktanya,
kebijakan Tapera ini diwajibkan kepada pekerja formal dan pekerja mandiri dengan
syarat yang sama dan besaran potongan iuran masing-masing 3%. Akan tetapi
beban tanggungan yag diberikan berbeda, bagi pekerja mandiri seluruh iuran
ditanggung sendiri, sedangkan pekerja formal hanya menanggung 2,5% dan sisanya
ditanggung pemberi kerja/perusahaan. Seharusnya kebijakan Tapera mampu
mensejahterakan para peserta tanpa memberatkan beban finansial terkhusus kepada
pekerja mandiri. Maka, penyusun menemukan keresahan dengan adanya kebijakan
Tapera yang sudah disahkan dan akan berlangsung di Tahun 2027 mendatang.
Sebelum kebijakan tersebut berlangsung, penyusun mengharapkan bagaimana
respon para pekerja ojek online yang tergabung di Paguyuban Gojek Driver
Yogyakarta (PAGODJA) dengan adanya kebijakan Tapera berdasarkan perspektif

maslahalh.mursalah, yang nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan
yang akan dikaji dan dianalisis, diantaranya:

1. Bagaimana Respon pekerja mandiri paguyuban gojek driver Yogyakarta

(PAGODJA) terhadap Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?



2. Bagaimana Perspektif Maslahah mursalah dengan adanya regulasi
Penyelenggaraan Tapera terhadap para pekerja mandiri paguyuban gojek

driver Yogyakarta (PAGODJA)?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Mengetahui bagaimana respon para pekerja mandiri driver ojek online di
Kota Yogyakarta dengan adanya kebijakan Tapera;
2. Menjelaskan seberapa penting adanya kebijakan Tapera bagi para pekerja
driver ojek online di Kota Yogyakarta dari perspektif Mas/lahah mursalah.
Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan
praktis:
1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini memberikan data empiris tentang
bagaimana kebijakan Tapera diterima oleh pekerja mandiri driver ojek online
di Kota,Yogyakarta, | yang nantinya, diharapkan mampu memberikan
sumbangsih bagi mahasiswa dan-akademisi yang tertarik dengan topik
penelitian yang sama.
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini sebagai acuan pemerintah untuk
mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program Tapera agar lebih
efektif dan tepat sasaran berdasarkan masukan dari pekerja mandiri driver

ojek online di Kota Yogyakarta.



D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengamatan pada fenomena dan permasalahan yang terjadi,
penyusun kemudian melakukan telaah pustaka yang dijadikan sebagai sumber
referensi. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menguraikan permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan Tapera. Selain itu, telaah
pustaka ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu
dengan penelitian baru yang akan dilakukan oleh penyusun. Maka dari itu,

ditemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Amalia Nasution, yang
berjudul Analisis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari
Perspektif Good Governance. Penelitian ini menjelaskan tentang manfaat UU No.
4 Tahun 2016 atau UU Tapera, untuk mengetahui pengelolaan serta urgensi
pengesahan UU Tapera terhadap subjek hukum yang terdampak ditinjau dari
tercapainya Good Governance. Dari hasil penelitian ditemukannya suatu
pengelolaan dana Undang-Undang Tapera yang dilakukan dengan tiga tahapan,
yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, dan pemanfaatan dana, Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan yuridis-normatif, hanya bersumber pada Undang-
Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, serta UUD 1945.%°

19 Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan
Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance,” Lex Renaissance 6, no. 4: (2021) hlm. 833—
846.
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Neysa Tania dkk, yang berjudul
Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan
Perumahan Rakyat. Penelitian ini menjelaskan tentang pengesahan Undang-
Undang Tapera diikuti adanya Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2020 pada masa
covid-19. Di dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa kebijakan iuran Tapera
ditujukan kepada peserta yang kondisi pendapatannya tidak menentu. Hasil
penelitian tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Tapera Tahun 2020
dianggap cacat formil dan materiil. Hal ini dikarenakan potongan iuran tapera yang
cukup besar dan memberatkan para pekerja di masa pandemi. Kebijakan tersebut
juga menimbulkan konflik norma dan ketidaksesuaian dengan pedoman
pembentukan Undang-Undang. Penyusun dalam melakukan penelitian ini

menggunakan yuridis-normatif.?

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Viona Margaretha, yang berjudul
Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah
Kajian Hukum dan Sosial. Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan Tapera
terhadap._masyarakat ' Indonesia dengan pendekatan normatif yuridis. Di dalam
penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Tapera memiliki dampak yang
signifikan dalam mempercepat proses pembangunan perumahan di Indonesia, akan

tetapi Undang-Undang Tapera dianggap memiliki sejumlah kelemahan yang

20 Nesya Tania Novienco Jason dan Sanjaya Dixon, “Kajian Teori Hukum Progresif
Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat,” Perspektif: Kajian Masalah Hukum
Dan Pembangunan 26, no.2 (2021), hlm. 73-87.
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bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kemanfaatan di

Indonesia.*

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ade Arianto dkk, yang berjudul
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum. Penelitian ini menjelaskan
tentang implementasi Undang-Undang Tapera dan Peraturan Pemerintah. Nomor
25 Tahun 2020 terhadap perlindungan hukum bagi para peserta Tapera. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif ini bertujuan untuk
menilai sejauh mana implementasi UU Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 25

Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan hukum kepada peserta Tapera.*?

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Henriko Ganesha Putra dkk, yang
berjudul Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Penerapannya di DKI Jakarta.
Penelitian ini membahas soal program Tapera sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun
2016 merupakan bentuk tabungan jangka panjang untuk pemenuhan kebutuhan
rumah bagi Masyarakat ‘Berpenghasilan| 'Rendah ' (MBR). Kebijakan Tapera
dikhawatirkan oleh masyarakat menjadi kebijakan yang tidak berhasil untuk kedua
kalinya setelah’ program BAPERTARUM-PNS. Keresahan tersebut akhirnya
terjawab dari hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data langsung dari

Pemerintah pusat, BP Tapera dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian

21 Viona Margaretha, “Mengurai Dampak Kebijakan Tapera terhadap Masyarakat
Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial,” Milthree Law Journal 1 (2024), hlm. 93—118.

22 Asril Arianto Ade Rifai Anis dan Shebubakar Novizas Arina, “Penyelenggaraan
Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif
perlindungan hukum,” Jurnal Magister IImu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan 7, no. 1: (2022),
hlm. 1-24.
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tersebut disimpulkan bahwa kebijakan Tapera di DKI Jakarta menemukan gap
dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya Tapera menjadi solusi yang

cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR.%

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun, maka bisa
disimpulkan bahwa terdapat indikasi kekosongan penelitian. Kekosongan
penelitian yang dimaksud adalah pada penelitian yang akan dilakukan oleh
penyusun terkait respon pekerja mandiri terhadap kebijakan Tapera dengan
peraturan pemerintah yang terbaru berdasarkan perspektif maslahah mursalah.
Konteks penelitian mengenai kebijakan Tapera memang sudah cukup banyak
dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi penelitian tersebut fokus pada
analisis Undang-Undang dan peraturan turunan tentang Tapera sebelumnya, dengan

menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Amalia Nasution yang
terfokus pada pencapaian good governance dalam pengelolaan dana Tapera.
Penelitian yang dilakukan‘oleh Nesya Tania, dkk hanya terfokus pada kebijakan
Tapera di masa pandemi dari sudut pandang hukum progresif. Kemudian penelitian
yang dilakukan oleh Viona Margaretha fokus mengkaji’ dampak sosial dan
kelemahan hukum Tapera. Selanjutnya Ade Arianto dkk, terfokus pada aspek
perlindungan hukum bagi peserta Tapera. Sementara itu, Henriko Ganesha Putra

dkk fokus pada penelitian implementasi Tapera di DKI Jakarta. Dengan adanya

2 Putra Ganesha, Fahmi Erwin, dan Taruc Kemal. “Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
dan Penerapannya di DKI Jakarta,” Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
3, no. 2: (2020), him. 321.
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peraturan baru, penyusun melihat peluang adanya keresahan yang perlu dikaji,
yakni pada respon pekerja mandiri khususnya pengemudi gojek di Yogyakarta
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dengan perspektif maslahah
mursalah. Penyusun memberikan sudut pandang kemaslahatan dan pendekatan
yuridis sosiologis yang sebelumnya belum dikaji dalam penelitian-penelitian

terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan
gejala sosial lain yang sedang terjadi.?* Sosiologi hukum diidentifikasikan sebagai
ilmu yang membahas perihal hubungan antara masyarakat dengan hukum. Sejarah
sosiologi diperkenalkan pertama kalinya oleh Anzilotti pada tahun 1882. Pada
hakikatnya sosiologi hukum hadir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat
hukum, ilmu hukum.dan sosiologi.”>-Semakin, berkembang pesatnya sosiologi
hukum, ‘ilmu tersebut memiliki banyak arah dalam menjelaskan suatu ilmu, salah
satunya hukum positif. Hukum positif memiliki sifat yang berubah-ubah setiap
waktunya berdasarkan faktor-faktor yang terjadi di masyarakat.

Penyusun menggunakan teori sosiologi hukum dalam penelitian ini
bertujuan untuk menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan

tergantung bagaimana kondisi atau dinamika masyarakat yang terjadi. Penggunaan

24 Aprita Serlika. ed. Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), him. 4.

% Anwar, Yesmil. Pengantar sosiologi hukum (Grasindo, 2008), hlm.11.
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teori sosiologi hukum dalam penelitian ini berfungsi untuk menggali permasalahan
dari segi sosiologi hukum. Pertama, teori ini akan mengukur bagaimana respon
pekerja mandiri yakni driver ojek online yang tergabung dalam Paguyuban Gojek
Driver Yogyakarta (PAGODJA) terhadap kebijakan Tapera. Respon atau tanggapan
dari objek penelitian mencerminkan interaksi antara masyarakat dengan kebijakan
dan hukum yang berlaku.

Kedua, dari konteks sosial ekonomi dalam penerapan hukum. Teori
sosiologi hukum akan menilai bagaimana hukum yang berlaku terhadap masyarakat
tertentu. Dalam studi kasus ini, latar belakang yang mempermasalahi adalah adanya
kebijakan Tapera untuk pekerja mandiri yang umumnya berpenghasilan rendah.
Sebenarnya Tapera dirancang untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan
rumah setiap masyarakat. Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontra dari
masyarakat yang dalam hal ini pekerja mandiri sebagai salah satu peserta yang
wajib ikut serta dalam Tapera. Maka dari itu, teori sosiologi hukum dianggap tepat
dalam mengkaji permasalahan kebijakan Tapera dari respon pekerja mandiri.

2. Teori-Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari gabungan dua suku kata,~yaitu Maslahah dan
mursalah.*® Maslahah secara bahasa/etimologi berarti manfaat. Sedangkan secara
istilah/terminologi, mas/ahah memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh

para ahli usul fikih. Sementara mursalah memiliki pengertian yang sama dengan

%6 Salahuddin Citra Widyasari dan Hidayat Taufiq, “Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap
Fenomena Childfree,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 20, no. 2: (2022), hlm. 399-414.
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mutlaqah, yang berarti terlepas. Maka dari itu, kemaslahatan ini tidak bersandar
pada dalil-dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.?’
Imam Ghazali menyampaikan bahwa, maslahah mursalah yaitu mengambil
manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan
shara’® Legalitas penggunaan maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali
harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya:*

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyat (kebutuhan pokok).

2. Kemaslahatan tersebut harus dianggap secara pasti.

3. Kemaslahatan tersebut harus berlaku secara umum.

4. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum

Islam.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa maslahah
mursalah merupakan suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan apabila tidak
terdapat dalil atau mash yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang
terjadi.®® Artinya, dengan adanya kebijakan Tapera yang dikeluarkan oleh
pemerintah,tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarangnya, melainkan dilihat

dari perspektif manfaat atau mudharat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Maka

%7 Salahuddin Citra Widyasari dan Hidayat Taufiq, “Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap
Fenomena Childfree,” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 20, no. 2: (2022), him. 399-414.

28 Hidayatullah Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” Al-Mizan: Jurnal
Hukum Dan Ekonomi Islam 2,no. 1. (2018), him. 115-63.

2 Umar, Mukhsin Nyak. Al-Maslahah Al-Mursalahn Kajian atas Relevansinya dengan
Pembaharuan Hukum Islam, Pertama (Banda Aceh: Turats 2017), hlm. 231

30 Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi
Islam,” Analytica Islamica 5. (2016), hlm. 56.
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dari itu, penyusun menggunakan teori perspektif maslahah mursalah dalam
penelitian ini, untuk menganalisis respon pekerja mandiri yakni driver gojek online

di Yogyakarta terhadap kebijakan Tapera.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian

ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengkaji langsung respon dari
pekerja mandiri yaitu driver ojek online di Kota Yogyakarta terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan

tabungan perumahan rakyat (Tapera) dengan perspektif mas/ahah mursalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini  adalah = deskriptif-analitis, ~ yakni penelitian yang
menggunakan konsep pendeskripsian terhadap’ suatu masalah dengan cara
mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis® data. Data yang akan
digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara, catatan
lapangan/observasi, dan dokumentasi resmi dari pihak-pihak yang

bersangkutan.** Dalam hal ini, pihaknya adalah para pekerja mandiri driver

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Alfabeta Bandung 2013),
hlm. 231.
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ojek online di Kota Yogyakarta yang menanggapi/merespon adanya kebijakan

Tapera dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
yaitu penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat
bantu (interdisipliner).** Pendekatan ini mengidentifikasi dan memandang
hukum sebagai sebuah lembaga yang eksis dan berfungsi dalam konteks
aktivitas nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini juga berfokus pada
penelitian yang bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris
melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, yang bertujuan untuk
menganalisa respon pekerja mandiri ojek online di Kota Yogyakarta terhadap

kebijakan Tapera dalam perspektif mas/ahah mursalah.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah faktor krusial yang mempengaruhi pemilihan
metode pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, penyusun membagi
komponen;sumber data menjadi dua-bagian, yaitu;
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang dihasilkan langsung dari objek
penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil

wawancara, observasi atau dokumentasi langsung dari narasumber

32 Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)
(The Mahfud Ridwan Institute 2021), hlm. 21.
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utama. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari respon beberapa
informan yang terlibat langsung menjadi peserta Tapera, yaitu pekerja
mandiri ojek online yang tergabung di Paguyuban Gojek Driver
Yogyakarta (PAGODJA).
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu sumber tambahan atau pendukung dalam suatu
penelitian. Adanya sumber pendukung ini, bertujuan untuk menguatkan
suatu hukum dengan fakta-fakta yang terjadi, yang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis,
disertasi atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode

pengumpulan informasi dari informan yang bermanfaat untuk keperluan

penelitian. Metode-metode tersebut diantaranya:

a. Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi/pengamatan merupakan metode yang digunakan dalam suatu
penelitian’ terhadap objek “secara” langsung yang" bertujuan untuk
mendapatkan suatu data.®®* Observasi dilakukan yaitu dengan cara
melakukan pengamatan langsung terhadap narasumber yakni para
pekerja mandiri Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta terhadap

kebijakan Tapera.

33 Syafrida Sahir Hafni, Metode Penelitian (Penerbit KBM Indonesia 2021), hlm. 54.
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b. Wawancara
Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab yang
dilakukan oleh penyusun kepada narasumber untuk mendapatkan
sebuah informasi.>* Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan secara
terstruktur dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sama kepada
para pekerja mandiri Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta terhadap
kebijakan Tapera.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dihasilkan dari
sumber-sumber tertulis maupun dokumen yang ada, yang berkaitan
dengan penelitian.>> Dokumentasi dilakukan ketika penyusun
melakukan wawancara kepada para pihak berupa foto, video, atau
rekaman audio, dan juga bisa berupa berita di media sosial/website,

artikel dan sejenisnya.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian
Penelitian' yang' dilakukan - oleh’ penyusun dilaksanakan di Yogyakarta.
Fokus lokasi ini adalah para pekerja mandiri driver ojek online yang
tergabung pada Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta (PAGODJA) ada di

wilayah tersebut.

3 Ibid., hlm. 46.

% Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: CV. syakir Media Press
2021), him. 39.
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b. Waktu Penelitian
Penyusun dalam melakukan pengumpulan data sebagai awal dari suatu
penelitian, dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember
Tahun 2024, kemudian penelitian ini berhenti setelah data-data yang

dibutuhkan sudah terpenuhi.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan
metode kualitatif dengan analisis data mengikuti metode yang dilakukan oleh
Milles dan Huberman. Menurutnya, dalam menganalisis suatu data, harus
dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, reduksi data (Data Reduction) yaitu
pemilihan dan penyederhanaan serta perubahan data mentah dari hasil
observasi lapangan. Kedua, penyajian data (Data Display), yaitu penyusunan
suatu informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman fenomena
untuk melanjutkan langkah suatu penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan
dan verifikasi. (Conclusing 'Drawing and Verification), yaitu tahap terakhir

untuk memastikan keabsahan data dari hasil analisis.3¢

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam menjelaskan penelitian ini, maka penyusun akan membagi

penelitian ini menjadi lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

3 Nur Auliya Hikmatul ,dkk. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif (CV. Pustaka Ilmu
2020). him. 49.
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Bab Pertama, pada bab ini penyusun mencantumkan gambaran mengenai
pola pemikiran dari kegelisahan penyusun yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan
sistematika pembahasan mengenai Analisis Respon pekerja mandiri driver ojek
online di Kota Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Perspektif
maslahah mursalah.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan oleh penyusun
dalam melakukan penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri dari: teori sosiologi
hukum dan teori maslahah mursalah. Teori-teori tersebut berkaitan dengan
bagaimana respon pekerja mandiri driver ojek online di Kota Yogyakarta terhadap
PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera Perspektif mas/ahah mursalah.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi data-data akurat dalam penelitian
dan gambaran umum mengenai respon pekerja mandiri driver ojek online di
Yogyakarta terhadap PP No. 21 Tahun.2024 tentang Tapera berdasarkan perspektif
maslahah mursalah.

Bab Keempat, menjelaskan tentang hasil analisis oleh penyusun yang
menjadi pokok pembahasan dalam menjawab seluruh rumusan masalah mengenai
respon pekerja mandiri driver ojek online di Yogyakarta terhadap PP No. 21 Tahun
2024 tentang Tapera berdasarkan perspektif maslahah mursalah dengan

menggunakan metode serta teori yang bersangkutan.
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Bab Kelima, berisi penutup, dalam hal ini penyusun menarik kesimpulan
akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penyusun
memberikan saran-saran yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan

permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Respon pekerja mandiri paguyuban gojek driver Yogyakarta (PAGODIJA)
terhadap Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah
dianalisis dengan teori sosiologi hukum dari sudut pandang keadilan sosial,
ditemukan adanya penolakan. Dari hasil data lapangan ditemukan sebanyak
65,8% atau 48 pekerja mandiri yang keberatan dengan ketentuan iuran
sebesar 3%. Alasannya program tersebut tidak mencerminkan keadilan
terletak pada pembagian beban turan dan adanya sanksi bagi pekerja, yang
masuk dalam kategori peserta Tapera namun tidak mendaftar hingga tahun
2027. Program yang ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan
rendah (MBR), ini, justru memperbesar beban kelompok rentan termasuk
driver gojek PAGODJA.

Perspektif Maslahah mursalah dengan adanya regulasi Penyelenggaraan
Tapera terhadap para pekerja mandiri paguyuban gojek driver Yogyakarta
(PAGODJA) masuk dalam kategori maslahah hajiyyah. Hal ini dikarenakan
program tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesulitan bagi masyarakat
dalam pemenuhan kebutuhan rumah pertama. Akan tetapi kebutuhan

tersebut bukan merupakan kebutuhan darurat atau mendesak (daruriyyah).

117
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Mengingat bahwa masyarakat memiliki alternatif lain untuk memiliki rumah
tanpa harus mengikuti program Tapera, seperti menabung, menyewa atau

memanfaatkan rumah warisan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penyusun setelah penelitian ini dilaksanakan adalah:

1.

Penyusun mengharapkan penelitian selanjutnya diperluas lagi objek
penelitiannya, mencakup seluruh pekerja mandiri atau menelaah dari respon
pekerja formal dan juga respon dari pemerintah.

Peneliti selanjutnya bisa menganalisis peraturan Tapera dari sudut pandang
yang berbeda, seperti halnya teori legal functionalism, structural
functionalism, legal pluralism dan atau teori hukum Islam yang lainnya.
Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian mengenai studi perbandingan
kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Tapera
dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian
dibandingkan dengan program-program serupa yang ada di negara-negara
lain, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi perbaikan pada program
Tapera.

Peneliti baru dapat menggunakan pendekatan yuridis-normatif terhadap PP.
No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Dari pendekatan tersebut, akan
ditemukan keserasian antar dasar hukum yang lain seperti hukum
ketenagakerjaan atau yang lainnya sehingga menghasilkan perspektif hukum

yang lebih kuat.
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5. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada
masyarakat Indonesia, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman mengenai
program Tapera di kalangan masyarakat desa atau terpencil, terkhusus bagi

para pekerja mandiri.
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